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Abstract

PT. Kereta Api Indonesia (Tbk) is one of State Owned Enterprise (SOE) that conduct CSR program. CSR is program which obligates
a company to take social accountability on it neighborhood. PT KAI Daop 1 Jakarta perform CSR through Partnership Program that
give loan to small enterprises actors and aimed to improve small enterprise to be though and self-sufficient. Problem presented in this
research was how was effectiveness of Partnership Program of PT KAI Daop 1 Jakarta. Method used in this research was qualitative
method with descriptive research type. First informant determination technique was program implementer using purposive sampling
and second informant was target partner using random sampling technique. Research result showed that effectiveness of Partnership
Program of PT KAI Daop 1 Jakarta was said respectable as indicated by achieved the main purpose that is creating though and self-
sufficient target partner. Indicator effectiveness of this Partnership Program was 5 (five) including: program purpose, right on target,
program socialization, right management and coaching and program surveillance. In overall, effectiveness of Partnership Program of

PT KAI Daop 1 Jakarta is said run well.

Keywords: Effectiveness of Partnership Program PT KA, Target Partner, Small Business Enterprises Development

Pendahuluan

Dalam masa pascakritis, Indonesia mengalami
ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat
pengangguran. Pemerintah Indonesia dapat
mengurangi penggangguran melalui pengembangan
UKM (Usaha Kecil dan Menengah) karena keberadaan
UKM di Indonesia tidak bisa dipungkiri merupakan
suatu badan usaha yang sangat membantu pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Namun perkembangan UKM
dihalangi oleh banyak hambatan-hambatan yang ada,
antara lain: kesulitan pemasaran, keterbatasan SDM,
komunikasi, teknologi dan lain-lain. Adanya hambatan
yang dihadapi UKM, Pemerintah tentunya akan
membantu pengusaha kecil dan menengah untuk
mengembangkan usaha mereka, salah satunya melalui
program Corporate Social Responsibility (CSR.) CSR
adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk
berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab
sosial  perusahaan dan  menitikberatkan  pada
keseimbangan antara perhatian terhadap aspek
ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Bagi perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik
Negara), terdapat Peraturan Menteri Negara BUMN
No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, dimana
perusahaan BUMN wajib menyisihkan dana untuk
program kemitraan sebesar 2 persen dari keuntungan
bersih perusahaan dan 2 persen pula untuk Program
Bina Lingkungan.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah
salah satu BUMN vyang bergerak di bidang angkutan

darat. Sejauh ini PT. KAI persero telah melakukan
PKBL sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.
Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN
dengan Usaha kecil dan program bina lingkungan sejak
Tahun 2008. Kegiatan Corporate Social Responsibility
yang dilakukan oleh perusahaan meliputi kegiatan

sebagai berikut:
Tabel 1.1
Kegiatan CSR PT. KAI

NO. Program Jenis Kegiatan

1. Program Kemitraan Memberi pinjaman modal
bagi mitra binaan

2. Hibah - Pembinaan
- Monitoring

Survey

Workshop

3. Program Bina Memberikan bantuan untuk:
Lingkungan - Pendidikan dan pelatihan

Korban bencana alam

Peningkatan kesehatan

Pengembangan prasarana

dan sarana umum

Sarana ibadah

Pelestarian alam

4. Community Relation - Sosialisasi tentang
keamanan dan keselamatan
perjalanan  Kkereta  api
kepada masyarakat sekitar
jalur kereta api

Sumber: Petunjuk Teknis PT. KAI 2011

Dilihat dari tabel diatas bahwa PKBL adalah
program yang terpisah antara Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan sendiri
adalah penyaluran sejumlah dana untuk membantu
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sifat dari
penyaluran dana ini ialah pinjaman yang harus
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dikembalikan oleh UKM. Sedangkan Program Bina
Lingkungan adalah memberikan dana hibah bagi
pengelolaan lingkungan di sekitar BUMN beroperasi,
maka dari itu penelitian ini hanya mengangkat tema
kemitraan nya saja karena berhubungan langsung
dengan UKM.

Selain kontribusi kepada Negara dalam bentuk
pembayaran pajak, sebagai Badan Usaha Milik Negara
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terikat dengan
tanggung jawab Corporate Social Responsibility (CSR)
dalam hal pembinaan kepada Usaha Kecil melalui
Program Kemitraan yang penyaluran pinjaman
kemitraannya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tabel 1.2
Penyaluran Pinjaman Kemitraan

No. Wilayah 2010 2011 2012
Binaan

1. | Daop1l 149.000.000 | 355.000.000 | 400.000.000
Jakarta

2. | Daop2 230.000.000 | 380.000.000 | 360.000.000
Bandung

3. | Daop3 90.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000
Cirebon

4. | Daop4 283.500.000 | 141.000.000 | 301.000.000
Semarang

5. | Daop5 120.000.000 | 260.000.000 | 220.000.000
Purwokerto

6. | Daop6 76.000.000 | 210.000.000 | 200.000.000
Yogyakarta

7. | Daop7 123.500.000 | 225.000.000 | 220.000.000
Madiun

8. | Daop8 250.000.000 | 143.000.000 | 500.000.000
Surabaya

9. | Daop9 55.000.000 85.000.000 60.000.000
Jember

Sumber: PT. KAI

Penyaluran pinjaman kemitraan mencakup 9
wilayah binaan vyaitu Jakarta, Bandung, Cirebon,
Semarang,  Purwokerto,  Yogyakarta, = Madiun,
Surabaya, dan Jember. Dari tabel diatas dapat dilihat
bahwa penyaluran pinjaman kemitraan Daop 1 Jakarta
mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun
dibandingkan dengan Daop yang lainnya. Dengan
alasan ini lah Daop 1 Jakarta menjadi locus dari
penelitian ini.

Sejak dimulainya program ini, dari tahun ke
tahun peminatnya semakin bertambah karena dapat
tercapainya tujuan dari program ini. Menurut data yang
ada tahun 2010 terdapat 4 mitra binaan, 2011 terdapat
9 mitra binaan dan 2012 terdapat 11 mitra binaan.
Banyak jenis usaha dari mitra binaan bergerak dalam
bidang perdagangan dan jasa. Dalam pelaksanaannya,
program ini tidak hanya memberi bantuan pinjaman
saja tetapi tim juga akan mengarahkan dan memberi
masukan setiap 3 bulan sekali agar usaha yang
dijalankan semakin berkembang, sehingga nantinya
tidak ada kendala dalam pengembalian pinjaman dana.

Penelitian tentang CSR maupun Program
Kemitraan telah banyak dilakukan, sebelum penelitian
ini terdapat studi terdahulu yang juga dapat membantu
peneliti  untuk  menambah informasi  tentang
pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan
adalah penelitian dari Nur Chotimah yang berjudul
“Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan UKM,
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Kemampuan UKM, dan Kemampuan Organisasi
Pelaksana Dalam Implementasi Program Corporate
Social Responsibility BUMN (Studi pada Program
Corporate Social Responsibility PT. Telkom Jawa
Timur Untuk UKM di Tanggulangin, Kabupaten
Sidoarjo). Dalam penelitian tersebut mengatakan
program CSR di PT Telkom telah sesuai dengan
kebutuhan UKM di Tanggulangin, meskipun bantuan
pemenuhan kebutuhan pemasaran belum dijalankan
secara maksimal. Hal ini dikarenakan UKM mitra
binaan PT. Telkom Jatim di Tanggulangin tidak
memenuhi persyaratan untuk memperoleh binaan
pemasaran melalui kegiatan pameran dikarenakan
mitra binaan PT Telkom Jatim di Tanggulangin banyak
yang masuk ke dalam kategori kredit macet.

Sedangkan dalam penelitian ini ingin melihat
bagaimana Efektivitas Program Kemitraan PT. KAI
Daop 1 Jakarta dalam mengembangkan UKM menjadi
mandiri dan tangguh.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk
mengetahui efektivitas Program Kemitraan PT. KAI
Daop 1 Jakarta dalam pengembangan usaha Kkecil
dan menengah

Penentuan informan dalam penelitian ini akan
dibagi menjadi dua pihak. Pihak pertama atau
pelaksana program menggunakan teknik purposive
sampling (sampel bertujuan). Sampel ini bertujuan
untuk mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata,
random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya
tujuan tertentu. Dalam menetukan informan pihak
kedua atau para mitra binaan, menggunakan teknik
random sampling. Teknik sampling ini diberi nama
demikian karena di dalam pengambilan sampelnya,
dilakukannya “pencampuran” subjek-subjek di dalam
populasi sehingga semua subjek dianggap sama.

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang
dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan
perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab
mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana
perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab
itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk
anak tidak mampu, pemberian dana untuk
pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk
desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan
berguna untuk masyarakat banyak, khususnya
masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut
berada.

Menurut Tanaya dalam Nurmansyah CSR
adalah kumpulan kebijakan dan praktek yang
berhubungan  dengan  stakeholders, nilai-nilai,
pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan
masyarakat, dan lingkungan, serta komitmen
perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan
berkelanjutan. Dengan demikian konsep CSR memiliki
arti bahwa selain memiliki tangung jawab untuk
mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham
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dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan
hukum yang berlaku, suatu perusahaan juga memiliki
tanggung jawab moral, etika, dan filantropik.

Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris
‘programe’ yang artinya acara atau rencana. Secara
konseptual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
program diartikan sebagai rancangan mengenai asas
serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau
sekelompok tertentu.

Suatu organisasi, betapapun besarnya baik
secara material maupun nonmaterial akan selalu
memerlukan pedoman dalam setiap gerak langkahnya
termasuk dalam melaksanakan segala kegiatan
organisasi. Ketika suatu organisasi memiliki cita-cita
untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan pendiri
serta anggota otganisasi maka pematangan konsep
yang dimaksud adalah kunci keberhasilannya.
Pematangan  konsep  yang dimaksud adalah
mempertimbangkan segala hal yang menjadi faktor
pendukung dan penghambat kenierja sebuah organisasi
sebelum Kita merencanakan suatu kegiatan yang tepat
bagi organisasi tersebut, keinginan-keinginan serta
tatacara membangun organisasi tentunya berbeda
antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan cara
untuk mencapai cita-cita organisasi yang telah
direncanakan bersama, sebaiknya terjabarkan dalam
suatu program kerja sesuai dengan konstitusi organisasi

Sedangkan program menurut Kunarjo yang
disebut dengan program merupakan perangkat dari
kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang
diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang
khusus.

Kemitraan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan,
adalah program untuk meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui
pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Program kemitraan merupakan suatu program
pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) vyang dikenal dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93
Tahun 2008). Namun, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah tidak mengatur pengertian program
kemitraan. Undang-Undang 20 Tahun 2008 tersebut
hanya mengatur pengertian kemitraan. Pasal 1 angka
13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa
Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha,
baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar
prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat
dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
Lembaga yang menyediakan bantuan penguatan

maupun fasilitas permodalan bagi usaha kecil
menengah (UKM) adalah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Berdasarkan Perarturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-
05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, setiap BUMN
wajib menyisihkan sekitar 1 hingga 2 persen dari
keuntungannya untuk melakukan pembinaan dan
pengembangan UKM, termasuk untuk usaha skala
mikro. Dana ini dikelola melalui program yang
dinamakan Program Kemitraan.

Umumnya, pemberian bantuan diwujudkan
dalam bentuk pembinaan dan pelatihan, seperti
pelatihan manajemen, pelatihan produksi, magang atau
pameran. Sedangkan permodalan diberikan dalam
bentuk pinjaman lunak dengan bunga 6 hingga 12
persen per tahun dengan waktu pengembalian antaral
sampai 3 tahun.

Efektivitas Program

Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai
komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang
direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan,
waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang
ditentukan. Yang berarti bahwa indikator efektivitas
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran
dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa
yang telah direncanakan.

Menurut pendapat Mahmudi Efektivitas
merupakan hubungan antara output dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap
pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,
program atau kegiatan. Pernyataan ini berfokus pada
outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai
efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi
tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending
wisely.

Efektivitas merupakan hasil Kkerja suatu
kelompok tertentu dalam mencapai tujuan yang
diinginkan adalah pernyataan dari Walgito. Hasil
kinerja kebijakan yang semakin mendekati tujuan yang
ingin dicapai, akan menghasilkan kinerja kebijakan
yang efektif pula.

Memperhatikan pendapat para ahli, bahwa
konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang
bersifat multidimensional, artinya dalam
mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan
dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari
efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif
sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun
artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara
efisien belum tentu efektif.

Tujuan Program

Sejauh mana kesesuaian antara hasil yang
telah dicapai dengan tujuan program yang telah
direncanakan sebelumnya.

Penetapan tujuan yang efektif menjadikan
hasil yang ingin dicapai semakin terfokus karena
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menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil.
Hasil yang ingin dicapai akan terwujud bila tujuan
suatu program terencana dan dilaksanakan dengan
benar. Namun, suatu tujuan harus ditinjau secara
berkala agar dapat menyesuaikannya dengan situasi
yang terus berubah.

Tanpa penetapan tujuan, pencapaian hasil
hanya sebuah hal yang susah diwujudkan. Selain
terpenuhinya pencapaian hasil, yang merupakan
manfaat utama, ada juga beberapa hal yang akan
diperoleh bila menetapkan tujuan dengan baik.

a. Tujuan mempermudah proses pengambilan
keputusan. Bila keputusan yang dibuat
mendukung tujuan yang dimiliki sebuah
organisasi, maka organisasi tersebut tidak
akan punya waktu untuk melakukan kegiatan
lain karena harus menentukan keputusan mana
yang harus dijalankan sesuai dengan nilai dan
prioritasnya. Dengan menetapkan tujuan, para
pelaksana bisa menghemat waktu karena
hanya berorientasi pada tujuan yang dirancang
dengan baik.

b. Tujuan bisa digunakan sebagai tolok ukur.
Tujuan sangat diperlukan untuk kepuasan
psikologis orang, yang muncul saat ada
perasaan bahwa dirinya mampu dan berguna,
yang muncul jika sesuatu telah terpenuhi.
Pencapaian tujuan bisa menjadi salah satu
faktor pendorongnya.

c. Tujuan menghasilkan kegigihan. Dari sinilah
para pelaksana bisa berlomba menampilkan
kinerja  terbaiknya  dalam  melakukan
pekerjaan karena sudah mengetahui tujuan apa
yang ingin dicapai dari organisasi tersebut.

Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan ini,
tim pelaksana menentukan sasaran dari Program
Kemitraan yaitu para pengusaha kecil yang memenuhi
syarat. Program ini harus tepat sasaran agar terciptanya
lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi UKM dan
program.

Sosialisasi Program

Sosialisasi adalah kemampuan para pelaksana
Program Kemitraan dalam melakukan sosialisasi
mengenai mekanisme Program Kemitraan, sehingga
informasi ini tersampaikan kepada masyarakat.

Sosialisasi  merupakan pengertian  yang
mencakup proses memahami dalam dua arah, yaitu:
pertama, masyarakat memahami siapa pengelola
Program Kemitraan dan kedua, pengelola Program
Kemitraan memahami masyarakat. Menurut pengertian
pertama, definisi sosialisasi adalah kegiatan yang
dilakukan pelaksana Program Kemitraan untuk
memperkenalkan diri dan mendiskusikan manfaat-
manfaat yang diperoleh dari Program Kemitraan bagi
pengembangan UKM. Pada pengertian kedua,
sosialisasi adalah proses pengelola Program Kemitraan
melebur dan memahami masyarakat.. Proses sosialisasi
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dapat dimaknai sebagai membuka pintu gerbang bagi
UKM agar Program Kemitraan diterima dan mendapat
sambutan dengan baik. Hal ini ini akan menentukan
dukungan dan keterlibatan masyarakat. Keadaan
demikian menjadi dasar yang kuat bagi terjalinnya
hubungan kemitraan dengan masyarakat.

Sosialisasi bukan hanya diartikan bagaimana
program Program Kemitraan dapat dipahami oleh
masyarakat baik subtansi maupun prosedurnya.
Sosialisasi bukan sekedar diseminasi atau media
publikasi, melainkan bagian dari proses pemberdayaan,
dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran
kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku
masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi harus
terintegrasi dan dilakukan secara terus menerus agar
UKM mampu memahami bagaimana prosedur dari
program ini sendiri.

Tepat Pengelolaan dan Pembinaan

Ketepatan proses yang dilakukan oleh
pelaksana dalam perencanaan, penyiapan dana,
penyaluran, pembinaan serta pengadministrasian dan
pelaporan dana Program Kemitraan.

a. Perencanaan adalah proses mendefinisikan
tujuan organisasi, membuat strategi untuk
mencapai tujuan itu, dan mengembangkan
rencana aktivitas kerja organisasi.

b. Penyiapan dana adalah proses penyediaan
dana program untuk disalurkan kepada mitra
binaan

c. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna
berhasil guna untuk memperoleh hasil yang
lebih baik.

d. Pengadministrasian adalah seluruh proses
kerja sama antara dua orang atau lebih dalam
mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana
prasarana tertentu secara berdaya guna dan
berhasil guna.

e. Pelaporan adalah bentuk penyajian fakta
tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan,
pada dasarnya fakta yang disajikan itu
berkenaan dengan tanggung jawab kepada
yang ditugaskan.

Dan semua proses yang telah disebutkan
sebelumnya dilakukan dalam indikator tepat
pengelolaan dan pembinaan agar program yang
dijalankan ini dapat berjalan efektif.

Pemantauan Program

Kegiatan yang dilakukan setelah tersalurnya
dana sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Pemantauan dilakukan untuk menyediakan informasi
apakah kebijakan atau program dilaksanakan sesuai
rencana dalam upaya mencapai tujuan. Pemantauan
merupakan hal yang penting karena jika dalam
pelaksanaan program berbeda dari rencana maka
pemantauan dapat mengidentifikasi dimana letak
masalahnya untuk kemudian dicari penyelesaiannya.

Pemantauan pada umumnya dilakukan dengan
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mengumpulkan data/informasi secara reguler dan
terus-menerus yang menghasilkan indikator-indikator
perkembangan dan pencapaian- sehingga hasilnya
sangat bermanfaat untuk menilai apakah sebuah
program/kebijakan dijalankan sesuai rencana dan
apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Di
samping itu, indikator-indikator yang dihasilkan juga
sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang
tepat waktu dan bertanggung gugat (akuntabel), serta
bermanfaat sebagai masukan baik bagi perbaikan
program yang sedang berjalan maupun pembelajaran
bagi program serupa di masa mendatang. Secara
umum, pemantauan terdiri dari empat komponen,
yaitu:

a. Tujuan (goal) adalah sebuah objektif (pada
umumnya untuk kurun waktu yang panjang)
yang ingin dicapai oleh sekelompok orang,
kebanyakan dinyatakan dengan ukuran
nonteknis (bersifat kualitatif).

b. Sasaran adalah tingkat pencapaian yang
terukur (umumnya berupa ukuran kuantitatif)
yang ingin dicapai sekelompok orang pada
suatu waktu tertentu.

c. Indikator adalah alat ukur untuk melihat
tingkat pencapaian output terhadap sasaran
dan tujuan yang ditetapkan.

d. Aktivitas/masukan (input) adalah berbagai
bentuk sumber daya dan kegiatan yang perlu
dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang ditetapkan.

UKM
Menurut Hubeis UKM didefinisikan dengan

berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan
aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan
tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar
diperoleh pengertian yang sesuai tentang UKM, yaitu
menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan
kemajuan ekonomi. Di Indonesia terdapat berbagai
definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan
kepentingan lembaga yang memberi definisi.

a. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah
perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-
19 orang.

b. Bank Indonesias (Bl): UKM adalah perusahaan
atau industri dengan karakteristik berupa; (a)
modalnya kurang dari Rp. 20 juta, (b) untuk satu
putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana
Rp. 5 juta, (c) memiliki asset maksimum Rp. 600
juta di luar tanah dan bangunan, dan (d) omzet
tahunan < Rp. 1 miliar.

c. Departemen (sekarang Kantor Menteri Negara)
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9
Tahun 1995): UKM adalah kegiatan ekonomi
rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional,
dengan kekayaan bersih RP 50 juta — Rp. 200 Juta
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha) dan omzet tahunan < Rp 1 miliar; dalam
UU UMKMY/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50

juta — Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan

Rp 300 juta— Rp 2,5 miliar.

d. Keppres No. 16/ 1994: UKM adalah perusahaan
yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400
juta.

e.  Departemen Perindustrian dan Perdagangan:

- Perusahaan memiliki aset maksimal Rp. 600
juta di luar tanah dan bangunan (Departemen
Perdagangan sebelum digabung)

- Perusahaan memiliki modal kerja di bawah
Rp. 25 juta (Departemen Perdagangan
sebelum digabung)

f.  Departemen Keuangan: UKM adalah perusahaan
yang memiliki omset maksimal Rp. 600 juta per
tahun dan atau aset maksimum Rp. 600 juta di
luar tanah dan bangunan.

g. Departemen Kesehatan perusahaan yang
memiliki penandaan standar mutu berupa
Sertifikat Penyuluhan (SP), Merk Dalam Negeri
(MD) dan Merk Luar Negeri (ML).

Pengembangan UKM

Pengembangan UKM perlu dilakukan secara
terintegrasi dan sinergi dengan pengembangan usaha
berskala menengah dan besar, karena kebijakan
pengembangan sektoral tidak bisa mengkelompokkan
kebijakan menurut skala usaha. Untuk itu strategi
pengembangan UKM dilaksanakan melalui:

Pemberdayaan yang sudah ada.

2. Pembinaan UKM secara terpadu, merata dan
menyeluruh.

3. Meningkatkan keterkaitan UKM dengan
usaha besar dan sektor ekonomi lainnya.

Diakui atau tidak, kekurangan pokok dari
pembinaan usaha berskala kecil yang banyak
dipraktekkan di Negara sedang berkembang, termasuk
Indonesia adalah bahwa mereka menjadi begitu
memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas
produksi atau hasil, serta cenderung berasumsi bahwa
perkembangan selalu bersifat linier yang berarti
membesar secara konsentrik, sehingga kebutuhan
system produksi mendapat tempat yang lebih utama
daripada kebutuhan dan inisiatif kreatif rakyat. Agar
arah pembinaan dan upaya pengembangan usaha
berskala kecil tidak salah arah, karena itu beberapa
prinsip yang perlu ditegakkan adalah:

Pertama, upaya pembinaan yang dilakukan
harus berpusat pada rakyat. Artinya kebijakan dan
program yang dilaksanakan tidak semata-mata hanya
ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
angka produksi saja. Tetapi, lebih menempatkan dan
memandang inisiatif kreatif dari para pengusaha kecil
sebagai sumber daya yang utama, serta memandang
kesejahteraan material para pelaku UKM sebagai
tujuan yang ingin dicapai oleh proses pengembangan.

Kedua, upaya pembinaan yang dilakukan
harus berorientasi pada prakarsa dan perbedaan local.
Artinya program pembinaan yang dilaksankan tidak
semata- ata ditentukan oleh prakarsa dari “pusat” dan
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hanya berupa paket-paket program yang sudah jadi
begitu saja. Tetapi, kebijakan dan pendekatan yang
dilakukan untuk merangsang perkembangan usaha
berskala kecil harus selalu menghargai dan
mempertimbangkan tradisi, prakarsa, dan perbedaan
local, serta mendukung sistem-sistem  yang
dikembangkan para pengusaha kecil itu sendiri.

Ketiga, upaya pembinaan yang dilakukan
harus berorientasi pada upaya pemberdayaan. Artinya,
kebijakan dan program yang dilaksanakan sejauh
mungkin harus mendorong terciptanya kemandirian
dan sebaliknya menghindari ketergantungan. Peran
pemerintah disini bukan untuk menyediakan kebutuhan
pengusaha kecil, melainkan tugas utama pemerintah
adalah untuk menciptakan keadaan atau iklim yang
kondusif yang memungkinkan pengusaha kecil dapat
melangsungkan usaha yang ditekuninya dan menjadi
lebih efketif dalam mengembangkan kemampuan yang
dimilikinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan
yang telah  dianalisis serta  diinterpretasikan
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

A. Efektivitas Program Kemitraan PT. KAI Daop 1
Jakarta. Efektivitas dari program ini bisa dikatakan
cukup baik ditunjukkan dengan tercapainya
beberapa tujuan yang telah dicapai:

1. Sudah tercapainya tujuan utama dari Program
Kemitraan PT. KAI Daop 1 Jakarta yaitu
mengembangkan UKM agar menjadi tangguh
dan mandiri. Hal ini terbukti dengan
pengakuan dari mitra-mitra binaan yang
menyatakan bahwa usaha mereka bertambah
maju berkat bantuan dari dana program ini.

2. Mampu mengembangkan usaha dari mitra
binaan yang ditandai dengan bertambahnya
penghasilan tiap bulannya setelah mengikuti
program kemitraan.

B. Indikator Efektivitas Program
Dari berbagai indikator Efektivitas Program
Kemitraan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan Program
Tujuan dalam Program Kemitraan ini adalah
membantu percepatan pertumbuhan
perekonomian dengan cara mendorong para
pelaku UKM dan mendidik agar mandiri
dalam  menjalankan  usahanya.  Dalam
pelaksanaannya di lapangan, dapat
disimpulkan bahwa semua tujuan tersebut
dapat dicapai karena adanya kemudahan yang
dirasakan  oleh  mitra  binaan  dalam
menjalankan usaha mereka melalui dana
pinjaman ini, meningkatnya penghasilan
mereka karena kebutuhan pokok untuk usaha
bisa terpenuhi, dan bisa mempekerjakan
beberapa karyawan.

2. Tepat Sasaran

Dapat disimpulkan bahwa program ini sudah
mengenai sasaran yang tepat, yaitu tersalurnya
dana bagi usaha kecil dan menengah yang
terdapat di sekitar lingkungan PT. KAI Daop
1 Jakarta.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program yang diberikan tim
pelaksana kepada mitra binaan diakui mereka
sangatlah minim. Mitra binaan
mengungkapkan hanya disurvey saja sebelum
dana nya turun setelah itu tidak diberikan
sosialisasi lebih lanjut.

Tepat Pengelolaan dan Pembinaan

Faktor tepat pengelolaan dan pembinaan
dilihat dari lancarnya segala  bentuk
pengelolaan dan pembinaan yang diberikan
kepada mitra binaan, maka dapat disimpulkan
segala mekanisme yang dilakukan oleh tim
pelaksana berjalan dengan baik. Dalam
pengelolaannya tim pelaksana Program
Kemitraan PT. KAl Daop 1 Jakarta
mempunyai berbagai bidang dan staf khusus
untuk melaksanakan segala kegiatan dari
program ini. Terdapat survey yang dilakukan
oleh tim pelaksana untuk meninjau keadaan
dan mengidentifikasi kebenaran dari calon
mitra binaan yang akan diberikan pinjaman
dana Program Kemitraan. Setelah itu
dirundingkannya hasil survey dalam rapat
yang hasilnya menentukan siapa saja para
pelaku UKM yang akan menjadi calon mitra
binaan Program Kemitraan PT. KAI Daop 1
Jakarta. Sesuai  dalam  peraturan,
pengembalian dana pinjaman ini, terdapat
masa tenggang waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo dan
dikenai bunga sebesar 6% per bulannya.
Selain itu tim pelaksana juga menentukan
persyaratan untuk menjadi mitra binaan dari
program ini, yang harus dipenuhi oleh para
pelaku UKM.

Dalam pembinaan yang diberikan oleh tim
pelaksana, mitra  binaan  mendapatkan
pembinaan khusus yang diberikan oleh tim
pelaksana Program Kemitraan PT. KAI Daop
1 Jakarta berupa diikutkannya mitra binaan
dalam seminar maupun pameran dan
mendapatkan informasi mengenai standarisasi
usaha home industry.

Pemantauan Program

Pemantauan yang dilakukan oleh tim
pelaksana Program Kemitraan PT. KAl Daop
1 Jakarta sudah cukup memadai, hal ini
dibuktikan dari adanya survey dan evaluasi
yang dilakukan oleh tim pelaksana secara
berkala. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun,
setiap bulan maupun setiap minggu, agar tim
pelaksana mengetahui keadaan usaha mitra
binaan dan jumlah angsuran yang sudah
dibayar atau belum.
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Saran

Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai
efektivitas Program Kemitraan PT. KAI Daop 1
Jakarta, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya tim pelaksana lebih memberikan
sosialisasi yang mendalam kepada mitra
binaan, agar mitra binaan memahami segala
mekanisme pelaksanaan kegiatan mengenai
program ini. Dan memberikan pembinaan
khusus berupa pendidikan dan pelatihan
mengenai peningkatan kemampuan
kewirausahaan supaya mitra binaan dapat
mengembangkan usahanya secara maksimal.

2. Harapan peneliti, agar program ini dapat
berlanjut dan berjalan dengan lancar dari
tahun ke tahun berikutnya.
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